
 
 
 

BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI PEMALANG  

NOMOR 37 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 37 TAHUN 2015 
TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PEMALANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor  
37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa; 

      
Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor  
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor  
13 Tahun 1950; 
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5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor  
7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang  
Nomor 7); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PEMALANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 
37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 37) diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, dan angka 8 diubah, 

setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 17, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Pemalang. 

2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/  atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam  bentuk pelaksana teknis 
dan unsur kewilayahan. 

9. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan 
Perangkat Desa. 

10. Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara 
Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar 
menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah 
memenuhi persyaratan. 

11. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang 
dinyatakan telah lulus ujian penyaringan. 

12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 
Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon 
dari warga masyarakat setempat. 

13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi 
administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal 
Calon. 

14. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan 
dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa 
bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. 

15. Berkas Pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-
bukti persyaratan pencalonan Perangkat Desa. 

16. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa.  
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2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

(1) Dihapus. 
(2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan secara 

periodik paling banyak 6 (enam) periode dalam  satu 
tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Dalam menetapkan periode pengangkatan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat 
memperhatikan: 
a. kesiapan anggaran Desa untuk pengangkatan 

Perangkat Desa; 
b. agenda nasional dan daerah antara lain pemilihan 

umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 
pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan 
kepala Desa; 

c. situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pemalang; dan 
d. situasi dan kondisi wilayah Desa. 

(4) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat 
dilaksanakan pada periode berjalan dan/ atau tidak 
berhasil memperoleh Calon yang dinyatakan lulus ujian 
penyaringan dan berhak diangkat menjadi Perangkat 
Desa, pengangkatan Perangkat Desa wajib dilaksanakan 
pada periode berikutnya. 

 
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 
 
(1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi 

jabatan yaitu: 

a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, 
pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin 
rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik 
menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan.  

b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang 
relevan antara lain membuat surat, membuat laporan, 
dan mengetik menggunakan komputer. 

c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara 
lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan 
mengetik menggunakan komputer. 

d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik yang relevan 
antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat 
perencanaan, membuat laporan, dan mengetik 
menggunakan komputer. 
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e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan 
antara lain, penyuluhan bidang ketentraman dan 
ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat 
laporan kejadian, dan mengetik menggunakan 
komputer. 

f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan 
antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, 
Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, 
Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik 
menggunakan komputer. 

g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara 
lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar 
jenazah, penyuluhan/ sosialisasi bidang 
ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, 
dan mengetik menggunakan komputer. 

h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain 
pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan 
ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program dan 
kegiatan pemerintah. 

i. Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan 
antara lain mengetik menggunakan komputer dan 
ketrampilan lain sesuai tugas yang akan 
dilaksanakan. 

(2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpegang pada prinsip obyektif dan peserta memperoleh 
kesempatan dan diperlakukan sama. 

(3) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara. 

(4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
4. Diantara BAB IX dan BAB X disisipi 1 (satu) bab yaitu BAB 

IXA dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipi 2 (dua) pasal 
yaitu Pasal 37A dan Pasal 38B, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
BAB IXA 

UNSUR STAF PERANGKAT DESA 
 

Pasal 37A 
 

(1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan 
unsur staf Perangkat Desa. 

(2) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa dapat dilakukan 
dengan pertimbangan teknis: 

a. volume pekerjaan sangat tinggi; 

b. membutuhkan ketrampilan khusus, seperti tenaga 
akuntansi, tenaga Informasi Teknologi, tenaga 
pengurusan jenazah. 
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(3) Pengisian dan pengangkatan unsur staf Perangkat Desa 
dilakukan setelah  memperoleh rekomendasi dari Bupati 
yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa. 

 
Pasal 37B 

 
Ketentuan mengenai Tata Cara pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud Pasal 3 sampai 
dengan Pasal 20 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pembeerhentian 
Perangkat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Staf 
Perangkat Desa. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal  30 Agustus 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 
 

                Cap 
Ttd 

 
BUDHI RAHARDJO 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal  30  Agustus 2016 

       
BUPATI PEMALANG, 

 
                         Cap 

Ttd 
 

JUNAEDI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 37 
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